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PUTUSAN
No.: 1334 K / Pdt /2003.-
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasash tel@angambil putusan

sebagai berikut dalam perkara :

Drs. MUSA HUSIN SHIRMOHAMAD, bertempat

tinggal di Jalan Raya Sesetan No0.10. Denpasar,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding ;

melawan:

1. MUHAMMAD ANWAR,

2. NY. BESIK, keduanya bertempat tinggal di Jalan
Serma Made Pil Il Gang Al Amin No.17 Denpasar ;

3. PT. BALI TURTEL ISLAND DEVELOPMENT
(BTID), berkantor di Wisma Rajawali Lt. Il A,
Jalan Sudirman Kav. 34 Jakarta 10226, Cq. PT.
BALI TURTEL ISLAND DEVELOPMEN (BTID)
Cabang Denpasar, Jalan Brigjen Ngurah Rai No.50
Sanur Denpasar, Para Termohon Kasasi dahulu Para
Tergugat / Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternpatava sekarang
Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugatisg Para Termohon
Kasasi sebagai Para Tergugat dimuka persidangzgafiéan Negeri Denpasar
pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidaaf,taebagian dari
tanah Hak Milik, Pipil No.142, Persil No.15 b, Kel$ seluas 2000 M2 (dua
ribu meter persegi), dengan ukuran 25 x 80 M2, ldas seluruhnya 23.700 M2,
terletak di Desa Serangan, Kecamatan DenpasaraBgeliabupaten Badung,
Dati | Bali, dengan batas-batas sebagaimana disatratalam surat gugatan ;

Bahwa tanah sengketa yang masih merupakan tanaindgdsrsebut
dibeli oleh Penggugat dari Tergugat | dan Il pedaun 1983, satu dan lain hal
sebagaimana tersebut pada Akte Perjanjian Pengiliatd Beli No.94 tanggal 9
Maret 1983 Notaris SUGIARTI HOSTIADI (terlampir builfe.1), bahwa harga
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tanah tersebut telah pula dibayar lunas oleh Pemggdan telah diterima
dengan baik oleh Tergugat | dan Tergugat Ilgtapir bukti P.2) ;

Bahwa untuk kepentingan pengurusan Sertifikat demungkinan
peralihan hak oleh Penggugat kepada pihak lairkaniergugat | dan Il
memberi kuasa kepada Penggugat. Kuasa mana tigat decabut dan tidak
akan berakhir oleh sebab apapun juga, karena niempaagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Jual Beli bukti P.l.al€a mana tertuang dalam Akte
Notaris No0.95 tanggal 9 Maret 1983, Notaris SUGIARAFOSTIADI, di
Denpasar (terlampir buktu P.3.) ;

Bahwa akan tetapi, ketika Penggugat akan memaiafastihah sengketa
pada sekitar tahun 1990, ternyata keadaan tanath saetubah, sudah diratakan
dan diurug, bahwa hal ini dilakukan tanpa ijin daengetahuan Penggugat,
bahwa atas kenyataan tersebut Penggugat mengkasiikam kepada Tergugat |
dan Il, yang dari padanya diperoleh penjelasan bahnah telah beralih kepada
Tergugat Il ;

Bahwa Penggugat minta pertanggung jawaban terhEetgoigat | dan Il
atas peralihan tersebut, yang menurut Tergugatanl il peralihan kepada
Tergugat Il dilakukan dalam keadaan terpaksa dwvaba tekanan dengan
menggunakan aparat militer, diluar kemampuan Texguglan Il, walau telah
diberitahukan kepada Tergugat lll, bahwa tanah lestagtelah dijual dan
menjadi milik Penggugat, bahwa akan tetapi pergelasi tidak dihiraukan oleh
Tergugat Il ;

Bahwa telah berbagai upaya dilakukan Penggugatkumtanempuh
musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan fniysaha ini sia-sia dan
tidak membawa hasil ;

Bahwa bagaimanapun juga, peralihan hak dari Tetgugian Il kepada
Tergugat Ill atas tanah sengketa, adalah tidak d=ah batal demi hukum,
mengingat pemilik adalah Penggugat , bahwa pamlihak tersebut dan
penguasaan serta meratakan dan mengurug tanah etenglalah jelas
perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan hel $epentingan
Penggugat ;

Bahwa kerugian tersebut bukan saja karena Pengdidmsit dapat
menguasai dan mengambil manfaat atas tanah sengitefai juga biaya-biaya
yang terpaksa dikeluarkan karena ulah dan perbuBema Tergugat yang

seluruhnya dapat diperinci sebagaimana disebutaamdsurat gugatan ;
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Bahwa mengingat ganti rugi yang dituntut Penggutgt agar Para
Tergugat tidak mengalihkan haknya, serta agar gagttlak menjadi sia-sia
maka dimohonkan agar diletakkan sita jaminan (cwaseir beslag) terhadap
harta Para Tergugat, setidak-tidaknya terhadaphta®mgketa dan gedung
berikut hak atas tanahnya milik Tergugat 1l tekedi Jalan Brigjen Ngurah
Rai No.50 Sanur, Denpasar, Bali ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada -bukti yang
authentic dan tidak terbantah kebenarannya, seeteghindari kerugian yang
lebih besar yang diderita Penggugat akibat pealnuBara Tergugat, dengan ini
dimohonkan agar putusan dapat dilaksanakan terkddiiulu (uit voerbaar bij
voorraad) sekalipun diajukan banding, verzet, kattas upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan atas semua yang terurai diatasgad ini
dimohonkan agar Pengadilan memeriksa perkara inh d&lanjutnya
memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (cemteér beslag) yang telah
diletakkan ;

3. Menyatakan sah Akte Perjanjian Jual Beli No.8A &uasa N0.95 masing-
masing tertanggal 9 Maret 1983 dibuat di hadapataréo SUGIARTI
HOSTIADI, Denpasar ;

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satwemdilp sah atas tanah
sengketa ;

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakulabuptan melawan
hukum ;

6. Menyatakan batal dan tidak sah, peralihan hak #&nah sengketa oleh
Tergugat | dan Il kepada Tergugat Il ;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yaegdapat hak dari
padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepadgguRert dalam
keadaan kosong, baik dan bebas dari beban apagan ju

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renotgng membayar kepada
Penggugat ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- t¢serputa rupiah)
ditambah bunga 3 % setiap bulan sejak gugatan kdiajsampai dibayar
lunas, serta biaya sebesar Rp.50.000.000,- secarai, tkontan dan
sekaligus;

9. Menyatakan keputusan dapat dilaksanakan terldditulu (uit voerbaar bij
voorraad), sekalipun diajukan banding, veri@isasi dan upaya hukum

lainnya .............
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lainnya ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentgng membayar biaya
perkara ;
Atau : Memberikan keputusan yang seadil-adilnyaamlakuatu persidangan
yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat térs&dra Tergugat
telah mengajukan Rekonpensi yang pada pokoknyaaebarikut :

Bahwa apa yang telah diuraikan sebagaimana tergede bagian
dalam Konpensi, mohon dianggap sebagai bagian ty@algterpisahkan dengan
bagian dalam Rekonpensi ini ;

Bahwa oleh karena tanah sengketa seluas 2.000 ®lahacherupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan masuk ke dalamahtzeluas 15.325 M2
(Sertifikat Hak Guna Bangunan No.45 atas nama Pdli Burtle Island
Development) yang telah dibeli secara sah oleh dregad Rekonpensi /
Tergugat Il dalam Konpensi berdasarkan akta Pep#lak yang dibuat oleh
dan dihadapan Notaris | PUTU CANDRA, SH. Sebagaentersebut dalam
akta tanggal 22 Pebruari 1994 No0.352, maka tanabeliat adalah sah
merupakan hak milik Penggugat Rekonpensi / Terglligddlam Konpensi ;

Bahwa oleh karena tanah sengketa 2.000 M2, pipil4®) Persil 15 B
Klas I, luas asal 23.625 M2 (sertifikat hak milMo.51 atas nama Mohamad
Anwar) telah dibeli oleh Tergugat Rekonpensi / Remgt dalam Konpensi
hanya didasarkan pada akta perjanjian (bukan aldh heli ataupun akta
Pelepasan Hak sebagaimana yang ditentukan dalaral A& Peraturan
Pemerintah No.10 tahun 1961) maka jual bekeieut secara yuridis adalah
tidak sah. Dan karena itu akta Perjanjian Pengikatal beli No.94 tanggal 9
Maret 1983 adalah batal demi hukum ;

Bahwa bagaimana yang telah dikemukakan pada bdglam Konpensi
tersebut pada angka 8 dan 10 bahwa Penggugat Reiginpelain telah
memiliki ijin Reklamasi, Penggugat Rekonpensi jtglah memiliki ijin Prinsip
Penataan Wilayah Pariwisata pulau Serangan dardolimsi untuk mengelola
dan mengembangkan kawasan Pariwisata di Pulau gdéeramaka Penggugat
Rekonpensi yang berhak untuk mengelola dan mengegkba serta
membangun fasilitas sarana dan Prasarana Pariwdiatkawasan pulau
Serangan ;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini didasapeaata surat-surat
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bukti othentik, maka adalah wajar apabila PenggRg&bnpensi mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkama untuk dapat

mengambil putusan yang dapat dilaksanakan terigdfitulu (Uit Voerbaar Bij

Voorraad) walaupun ada upaya Banding, Verzet, Kagaspun upaya Hukum

lainnya ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana tersidmals, maka
dengan ini Tergugat Ill dalam Konpensi / Penggirgitonpensi mohon kepada
Majelis Hakim untuk mengambil putusan sebagai lérik
DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi ustukubnya ;

2. Menyatakan demi hukum bahwa akta Perjanjian iRatag jual beli No.94
tanggal 9 Maret 1983 atas tanah sengketa selu@® ®1Q adalah tidak sah
dan batal demi hukum ;

3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa ss&u@0 M2 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tgipih No.142, Persil
No.15 B, Klas I, seluas 15.325 M2 (Sertifikat Ha&kina Bangunan No.45
atas nama : PT. Bali Turtle Island Development)adaah merupakan Hak
Milik Penggugat Rekonpensi ;

4. Menyatakan demi Hukum bahwa Putusan dalam perkar dapat
dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Bandiegzet, Kasasi ataupun
upaya Hukum lainnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENS :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat dalamoRsdnsi untuk
membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pdagadiegeri
Denpasar telah mengambil putusan yaitu putusanagggal 5 Juni 2001
No0.293/Pdt.G/2000/PN. Dps., yang amarnya berbwtyagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menetapkan sita jaminan yang telah diletakkagh oPengadilan Negeri
Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis HBkingadilan Negeri
Denpasar No.293/Pdt.G/2000/PN.Dps., tanggal 20uReb2001 dan telah

dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Beapberdasarkan Berita
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Acara sita jaminan No0.293/Pdt.G/2000/PN.Dps., tah@® Pebruari 2001
dinyatakan diangkat ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa sséll@0 M2 yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah sé@lb&25 M2 tanah pipil
No.142, persil No.15 b, klas Il (sertifikat hak gubangunan No.45 atas
nama T. lll PT. Bali Turtle Development) adalah sabrupakan hak milik
Penggugat rekonpensi ;

3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untukrsd#ai selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENS] :

- Menghukum Penggugat konpensi / Tergugat rekaipentuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yanggba kini ditaksir
sebesar Rp.914.000,- (sembilan ratus empat bélasupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permoheaaggugat / Pembanding

telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasagderputusannya tanggal 15

Juli 2002 No.72 /Pdt/2002. PT. Dps., ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini ititberkan kepada
Penggugat-Pembanding / Pemohon Kasasi pada ta@figaDktober 2002
kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Pembanding moliRm Kasasi,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Dese@@@diajukan permohonan
kasasi pada tanggal 7 Nopember 2002 sebagaimangatir dari akte
pernyataan kasasi N0.293/Pdt.G/2000/PN.Dps., yaifgiatl oleh Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana kemdidiartai oleh memori
kasasi yang diajukan secara tertulis yang memaatatalasan yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada thatddopember 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat-Terbandingar& Prermohon
Kasasi yang pada tanggal 27 Nopember 2002 telabridibukan tentang
memori kasasi dari Penggugat-Pembanding / PemohsadKdiajukan jawaban
memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Petayadiegeri Denpasar pada
tanggal 4 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo besedarahalasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksdiajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukamdatedang-Undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut foraphtiditerima ;

Menimbang, ..........
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Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajokeim Pemohon

Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokdkiah :

I. Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnyarsetegas menyatakan
bahwa perjanjian yang dibuat oleh Notaris Sugibidistiadi, akte No.94
tertanggal 9 Maret 1983, adalah “SAH” dan “berlagebagai undang-
undang “ dan mempunyai kekuatan mengikat bagi naerglang
membuatnya (vide Psl 1338 KUA Per data) .

Bahwa dengan demikian sejak saat tersebut (9 M&&8), pihak penjual
(Termohon Kasasi | dan 1), tidak mempunyai hak E@gs tanah sengketa
dan sudah bukan pemilik lagi, hak tersebut sudablibedan menjadi hak
Pemohon Kasasi .

Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi | dan llktideempunyai
kwalitas bertindak untuk dan atas nama tanah sémgkengan demikian
pula tidak punya dasar untuk mengalihkan tanah ketagperalihan hak
yang dilakukannya (menjual kepada Termohon Kashsadalah tidak sah
dan batal demi hukum ;

Bahwa konsekwensi logis dari batalnya perjanjiaad peli dari Termohon
Kasasi | dan Il kepada Termohon Kasasi lll, adaaliruh akibat hukum
yang timbul dari perjanjian tersebut adalah jugajad batal pula ;

Il. Bahwa lunasnya harga tanah sengketa tersemgadejelas terurai dalam
Kwitansi tertanggal 19 April 1983 yang dibuat olBermohon Kasasi | dan
Il, yang merupakan bagian dari kelanjutan dari buktl (Perjanjian
Pengikatan Jual beli tanah sengketa) .

Bahwa bukti P.2 (Kwitansi Pelunasan harga) tersétewtulis dan di buat
dengan bantuan dari pejabat “ , yaitu Notaris Stiditostiadi, SH., sebagai
terlihat dengan jelas di balik kwitansi bukti P&sebut bahwa Notaris
pembuat Akte Perjanjian Pengikatan Jual beli (bBk2) .
Bahwa Kwitansi (bukti P.2) tersebut sekalipun dibwéeh pihak yang
bersangkutan yaitu Termohon Kasasi | dan Il, tapitibtersebut tidak di
sangkal dan jelas di akui dan di samping itu yargenting bahwa bukti
tersebut di KETAHUI dan di HADAPAN Notaris, selakejabat, yang juga
pembuat Akte perjanjian jual beli atas tanah setaglkdimana pelunasannya
sebagai tersebut dalam kwitansi (bukti P.2) tersebu
Bahwa fakta-fakta tersebut jelas bahwa bukti Fghtenemenuhi ketentuan
yang berlaku baik yang terdapat dalam RBGI@2&&305 maupun yang
terdapat ..........
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terdapat dalam KUH Perdata pasal 1874-1880 , baata hal yang pasti
bahwa suatu akte yang di buat di bawah tangan, daigi secara tegas
oleh pembuatnya dan apalagi di ketahui serta djedaejabat berwenang
(NOTARIS), maka ia menjadi bukti yang sempurna gepkte autentik
(vide pasal 1875 KUH Perdata, pasal 288 RBG) .

Bahwa dengan demikian judex facti telah salah nagkan atau melanggar
hukum yang berlaku ;

lll. Bahwa sebagaimana terurai pada bukti | di ,abethwa jual beli atas tanah
sengketa adalah sah dan berlaku sebagai undanggindiengan demikian
mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka yang metmpaidpasal 1338
KUH Perdata), di samping mana sudah memenuhi patsya undang-
undang (vide pasal 1320, 1458 KUH Perdata), bahersgah demikian
KUASA yang di buat oleh Termohon | dan Il kepadanBbon (vide bukti
P.3) adalah konsekwensi logis yang di benarkan tatak bertentangan
dengan ketentuan yang manapun .

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 PRONS61 adalah
“hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria”,dlaamping mana hanya

mengatakan tentang pendaftaran tanah (putusan Ma&mRjgal 7 Agustus
1975, No.130 K/Sip/1974) dan tidak mengatur tentsyayat-syarat sahnya
jual beli, bahwa demikian P.P. tersebut tidak bé&sud mengenyampingkan
pasal-pasal dari KUH Perdata (vide Putusan MARggah12 Mei 1972 dan
Putusan MARI tanggal 27 Mei 1975 No0.952 K/Sip/1974)

Bahwa di samping mana dengan sahnya jual beli nmuasa, dari

Termohon Kasasi | dan Il kepada Pemohon Kasasi rdakgan demikian
jual beli (lagi) dari Termohon Kasasi | dan Il kelpalTermohon Kasasi Il /
PT. BTID, harus dinyatakan batal, karena dilakukiam disertai hal-hal

yang tidak wajar, yaitu bahwa tanah sudah terlelsihulu di jual kepada
Pemohon Kasasi (vide Putusan MARI tanggal 6 Agust8g3 No.663

K/Sip/1971) ;

IV. Bahwa tanah sengketa sudah sah, melalui jullya®g sesuai dengan
peraturan per-undang-undangan yang berlaku, mengddan kekuasaan
Pemohon, bahwa dengan demikian adalah hak PemolsasKuntuk
mendirikan bangunan atau tidak di atas tanah yamipls menjadi
miliknya, bahwa hal tersebut adalah hak dan bulamakban sehingga

dengan demikian / ada alasan judex facti untukilaiePemohon Kasasi
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telah melakukan perbuatan ceroboh ;

V. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex factalsemengkaitkan
dengan apa yang di sebut sebagai “persetujuan” dreym Kasasi III/PT.
BTID, baik dalam hal “jual beli” maupun kwitansi IBeasan juga
“KUASA" .

Bahwa Termohon Kasasi IlI/PT. BTID adalah bukaragihbaik dalam jual
beli, KUASA maupun “kwitansi”, bahwa dengan demikidermohon

Kasasi lll tidak punya dasar dan tidak punya kwalituntuk menilai

“keabsahan” surat-surat tersebut, dia adalah “plbakK .

Bahwa penolakan surat-surat tersebut oleh termélasasi Il adalah jelas
tidak relevan, karena pada dasarnya dia adalahk pyang sangat
berkepentingan untuk menjadikan dan menyatakak 8danya surat-surat
tersebut .

Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak berdisartidak beralasan
judex facti yang selalu mengabaikan dan men®asasahnya surat-surat
tersebut (bukti-bukti P.1, 2 dan 3) dengan “pefsant’ Termohon Kasasi
[ll, bahwa judex facti telah salah dan melanggarepapan hukum ;

VI. Bahwa disamping hal-hal terurai diatas, patulapdi persidangan “I'tiqgad
buruk” dari Termohon Kasasi lll, didalam melakukapa yang dianggap
sebagai “jual beli” dengan Termohon Kasasi | dan |l
Bahwa dari bukti P.4 setidak-tidaknya siapapun ésuk Termohon Kasasi
lll, patut untuk mengetahui bahwa tanah sengketdahdsudah menjadi
milik Pemohon Kasasi, melalui jual beli dari TermatKasasi | dan Il .
Bahwa saksi-saksi dibawah sumpah, | WAYAN PANUT dawAYAN
GARUS, yang menerangkan bahwa “pembebasan” tanalSedangan
(dimana tanah sengketa berada di dalamnya) dilakdkagan penekanan
dan kekerasan, dengan menggunakan kekuatan rolete KODAM, bahwa
Pembebasan “ tersebut adalah untuk kepentinganohemnKasasi 1l / PT.
BTID ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasssbte Mahkamah

Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. | g/d. V1.

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, kasardex facti tidak

salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penil@ail pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, haha mtidak dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tinglkagsi, karena pemeriksaan
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dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adegs@lahan penerapan
hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, ad&ejalaian dalam
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peaatyperundang-undangan
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putyerag bersangkutan atau
bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui sbatewenangnya
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat dndriddndang No.5 Tahun
2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimlandlatas, lagi
pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan J&dex dalam perkara ini
bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undaala permohonan
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terseius fitolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasaslaklitonaka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya pediaisam tingkat kasasi
ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nd.4Hun 1985
sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-gnNarb Tahun 2004
serta Undang-Undang dan peraturan-peraturan laig lyarsangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasafirs. MUSA

HUSIN SHIRMOHAMAD tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perdalam

tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima reatusrupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawardtéaehkamah
Agung pada hari : Kamis, tanggal 13 Oktober 20@h ¢trof. DR. H. Muchsin,
SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua MahkamafuAg sebagai Ketua
Majelis, Andar Purba, SH. dan Prof. DR. Valering. JKriehof, SH,MA.
Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidanguiet untuk umum pada
hari : itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengdihadiri Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dan Reza Fauzi, SH,CN. Paniteraydanti dengan tidak
dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
ttd. d.tt

Andar Purba, SH. Prof. DR. H. Muchsin, SH.
ttd.

Prof. DR. Valerine J.L. Kriehoff, SH,MA.
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Biaya-biaya: Panitera Pengganti,
1. Materai............... Rp. 6.000,- ttd.
2. Redaksi............... Rp. 1.000,- Reza Fauzi, SH,CN.
3. Administrasi Kasasi Rp. 493.008,-

Jumlah................ Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.|
a.n. Panitera.
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH MH .-
NIP.040.030.169.
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